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I SA LINAN 

BUPATI SEKADAU 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU 
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang a. 

BUPATI SEKADAU, 

bahwa telah dilakukan penyederhanaan dan efisiensi 
dalam proses penerbitan izin mendirikan bangunan 

gedung sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

05/PRT/M/2016 tentang lz:in Mcndiriko.n 9o.ngunttn 

Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 ten tang Izin 

Mendirikan Bangunan Gedung; 
b. bahwa ketentuan mengenai cara mengukur tingkat 

penggunaan jasa dan struktur serta besaran tarif 

retribusi izin mendirikan bangunan di dalam Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi 

Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Peru bahan Atas Pera tu ran Daerah Nomor 6 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu, tidak sesuai lagi 

dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan 

masyarakat, sehingga perlu diubah; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

[ndonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten 

Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344); 

4. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan 

Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1. 
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4532); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nornor 90, Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6215); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
276); 

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umurn dan Perumahan 

Rakyat Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman 

Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung; 
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Urnurn dan Perumahan 

Rakyat Nornor 05/PRT/M/2016 tentang lzin 

Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 276) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Urnum 

dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 
tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 534); 

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 
tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan 
Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 
Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 917); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sekadau Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
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Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 6); 
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Sekadau Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 1); 
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 2); 

Dengan Persetujuan Bersama 

Menetapkan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SEKADAU 
ctan 

BUPATI SEKADAU 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 6 

TAHUN 2011 TENTANG RETRlBUSI PERIZINAN TERTENTU. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Sekadau Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan 

Tertentu (Lembaran Daerah Kabunaten Sekadau Tahun 2(.)l l 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau 

Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu, diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan dalam BAB I Pasal 1 angka 2, angka 10, angka 11, 

angka 12 diubah, angka 18, angka 19, angka 20, angka 21, 

angka 22, angka 23 dan angka 24 dihapus, ditambahkan 

angka 54, angka 55, angka 56 dan angka 57, sehingga Pasal 

1 berbunyi sebagai berikut : 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Kabupaten Sekadau. 

3. Bupati adalah Bupati Sekadau. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Sekadau. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sekadau. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau. 

7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten 
Sekadau. 

8. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah 
berdasarkan peraturan yang merupakan bukti legalitas 
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau 

badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 

9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi yang 

dipungut atas kegiatan Pemerintah Daerah dalam 
pemberian izin tertentu. 

10. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan 
daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian !MB 

yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah 

daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan yang 
meliputi kegiatan peninjauan design dan pemantauan 

pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan 
rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan 
tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), 
koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien ketinggian 
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bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan 

yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi 

syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan 

terse but. 

11. lzin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya 

disingkat !MB adalah perizinan yang diberikan oleh 

pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat 

DPMPTSP, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus 

oleh Pemerintah Pusat, kepada pemilik bangunan gedung 

untuk membangun baru, mengubah, memperluas, 

mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai 

dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis 

yang berlaku. 

12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan 

konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 

sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di 

dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai 

tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk 

hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan 

usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

13. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan 

bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan 

menggali, menimbun atau meratakan tanah yang 

berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan. 

14. Merubah bangunan adalah pekerjaan dan menambah 

bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar 

yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian 

bangunan tersebut. 

15. Bangunan permanen adalah bangunan gedung yang 

karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan 

diatas 20 (dua puluh) tahun. 

16. Bangunan semi permanen adalah bangunan gedung yang 

karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan 
diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun. 

17. Bangunan sementara adalah bangunan gedung yang 

I 

.I 
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karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan 

sampai dengan 5 (lima) tahun. 

18. Dihapus. 

19. Dihapus. 

20. Dihapus. 
21. Dihapus. 

22. Dihapus. 

23. Dihapus. 

24. Dihapus. 
25. Pemegang lzin adalah pemegang izin mendirikan 

bangunan (!MB) baik orang pribadi maupun badan yang 

namanya dicantumkan dalam surat izin mendirikan 

bangunan (!MB). 

26. Luas Ruang Usaha adalah Juas lahan yang digunakan 

untuk kegiatan/usaha. 

27. Lingkungan lndustri adalah wilayah dengan luas tertentu 

yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan kegiatan 

industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

serta fasilitas penunjang lainnya. 

28. Lingkungan pertokoan/pasar adalah wilayah dengan luas 

tertentu yang peruntukannya sebagai tempat pemusatan 

perdagangan. 

29. Lingkungan pemukiman/sosial adalah wilayah dengan 

luas tertentu yang peruntukannya sebagai tempat 

pemusatan sebagai tempat tinggal dan kegiatan sosial. 

30. Lingkungan pergudangan adalah wilayah dengan luas 

tertentu yang peruntukannya sebagai pemusatan kegiatan 
pergudangan. 

31. Retribusi izin trayek adalah pemberian izin kepada orang 
pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan 

angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa 
trayek tertentu. 

32. Trayek adalah lintasan kendaraan Bermotor Umum untuk 

pelayanan angkutan orang dengan mobil penumpang atau 

Mobil Bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan 
tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta 



- 8 - 

berjadwal atau tidak berjadwal. 

33. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan orang 

yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan 
teratur, dengan jadwal tetap dan tidak teratur. 

34. Izin Trayek adalah izin yang memberikan hak dan 

kewajiban bagi pengusaha angkutan orang dengan 
kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur dalam 

batas wilayah Kabupaten Sekadau. 

35. Angkutan penumpang umum adalah kendaraan bermotor 

yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan 

dipungut bayaran. 

36. lzin usaha angkutan adalah IZm yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah untuk kegiatan melakukan pengangkutan 

dengan kendaraan bermotor. 

37. Izin angkutan khusus adalah izm untuk kegiatan yang 

dipergunakan oleh umum untuk mengangkut guna 

keperluan khusus. 

38. Izin usaha angkutan sungai adalah izin untuk kegiatan 

yang diperguanakan oleh umum dengan mempergunakan 

kendaraan air. 

39. Surat Izin Angkutan Umum yang selanjutnya disingkat 

SIAU adalah izin yang dikeluarkan kepada orang atau 

badan yang melakukan angkutan umum dengan 

mempergunakan kendaraan darat. 

40. Surat Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan 

penyeberangan yang selanjutnya disingkat SIUASDA 

adalah izin yang dikeluarkan kepada orang atau badan 

yang melakukan angkutan um um dengan 

mempergunakan kendaraan air. 

41. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pungutan daerah 

atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan 

untuk melakukan kegiatan pembudidayaan ikan. 

42. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan melakukan usaha 

memelihara, membesarkan dan/ a tau membiakkan ikan 

serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang 

terkontrol. 
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43. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan 

Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan 

lainnya, Sadan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan 

nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, 
dana pensrun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

orgamsasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 

kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

44. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

45. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dan penzman tertentu dari 

Pemerintah Daerah. 

46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan 

besarnyajumlah retribusi yang terutang. 

47. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi 

untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi 

terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang 

ditetapkan oleh Kepala Daerah. 

48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKRDLS, adalah surat ketetapan 

retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 

daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 

terutang. 

49. Surat Tagihan Retribusi Daerah 

disingkat STRD adalah surat untuk 

retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. 

yang selanjutnya 

melakukan tagihan 
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50. Penyidik adalah Pejabat Palisi Negara Republik Indonesia 
atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 
penyidikan. 

51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah 
Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang 
undang untuk melakukan penyidikan. 

52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan 

suatu standar pemerikasaan untuk menguji kepatuhan 
pemen u han kewajiban ret:ribusi cl;;i.n / a tau ruiuan Jain 
dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang 
undangan retribusi daerah. 

53. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah 
serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 

terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 

54. Koefisian Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat 
KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas 

seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas 
lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang 

dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata 

bangunan dan lingkungan. 
55. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat K.LB 

adalah angka persentase perbandingan antara luas 

seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah 

perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai 
rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan 

lingkungan. 
56. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KOH 

adalah angka persentase perbandingan antara luas 

seluruh ruang erbuka diluar bangunan bangunan gedung 

yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan 
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luas tanah/ perpetakan/daerah perencanaan yang 

dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata 

bangunan dan lingkungan. 
57. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB 

adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak 

basement dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah 

perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan 

rencana tata bangunan dan lingkungan. 

2. Ketentuan Bab II, Paragraf 1 Pasal 4 diubah dan disisipkan 1 

(satu) Pasal yaitu Pasal 4A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Paragraf 1 

Nama, Objek dan Subyek 

Pasal4 

(1) Objek yang dikenakan retribusi !MB adalah bangunan 

gedung dan prasarana bangunan gedung yang meliputi 

jenis kegiatan : 

a. pembangunan bangunan baru, dan/atau prasarana 

bangunan; 

b. rehabilitasi/renovasi bangunan dan/atau prasarana 

bangunan, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, 

perluasan/pengurangan; 

c. pelestarian/pemugaran; 

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan 

pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan 

rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan 

tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), 

koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian 

bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan 

yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi 

syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan 

terse but. 

(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik 
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Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 

Pasal 4A 

(1) Jenis kegiatan pelayanan !MB yang tidak termasuk objek 
retribusi !MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1) adalah: 

a. pembuatan dokumen salinan !MB karena rusak dan 

dokumen !MB pengganti karena hilang; dan 

b. pemecahan dokumen !MB. 

(2) Pembuatan dokumen !MB salinan karena rusak dan 

dokumen IMB pengganti karena hilang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan surat 

keterangan kehilangan dari instansi yang berwenang 

dan/atau dari Kepo!isian. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembuatan 
dokumen salinan !MB lcareria, rusak dan dAku�n IMS 

pengganti karena hilang dan Pemecahan dokumen IMB 

diatur dengan Peraturan Bupati. 

3. Ketentuan Bab II, Paragraf 2 Pasal 6 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut : 

Paragraf 2 
Cara Mengukur Tirigkat Penggunaan Jas.a 

Pasal 6 

(1) Tingkat penggunaan jasa IMB didasarkan atas faktor 

kegiatan dan parameter bangunan. 

(2) Faktor kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kegiatan bangunan gedung dan kegiatan 

prasarana bangunan gedung. 

(3) Faktor parameter bangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) meliputi fungsi, klasifikasi dan waktu 

penggunaan bangunan gedung. 

(4) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dinyatakan dalam bentuk indeks. 

(5) Indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditampilkan 

dalam tabel sebagai berikut : 
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a. Indeks Faktor Kegiatan 

No. Klasifikasi kegiatan Indeks 

1. Bangunan gedung 

a. pembangunan bangunan gedung 1,00 
baru 

b. rehab iii tasi/ renovasi 

1) rusak sedang 0,45 

2) rusak berat 0,65 

c. pelestarian / pemugaran 

1) pratama 0,65 

2) madya 0,45 

3) utama 0,30 

2. Prasarana bangunan gedung 

a. pembangunan baru 1,00 

b. rehabilitasi / renovasi 

1) rusak sedang 0,45 

2) rusak berat 0,65 

b. lndeks Parameter 

1. Bangunan Gedung 

a) Bangunan Gedung Di Atas Permukaan Tarrah 

1) Indeks Fungsi Bangunan Gedung 

No. Klasifikasi Fungsi Bangunan lndeks 

Gedung 

1. Fungsi hunian 

a. rumah tinggal tunggal 

sederhana, meliputi: rumah inti 

tumbuh, rumah sederhana sehat 
0,05 

dan rumah deret sederhana 

b. hunian selain rum ah tinggal 

tunggal sederhana dan rumah 0,50 

deret sederhana 

2. Fungsi keagamaan 0,00 
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3. Fungsi usaha 3,00 
4. Fungsi sosial dan budaya 

a. bangunan gedung kantor rnilik 
Negara meliputi bangunan 
gedung kantor, lembaga 0,00 
eksekutif, legislative dan 
yudikatif 

b. bangunan gedung fungsi sosial 
dan budaya selain bangunan 1,00 
gedung milik negara 

5. Fungsi khusus 2,00 
6. Fungsiganda/campuran 4,00 

2) Indeks Parameter Klasifikasi 
Dengan Bobot Masing-Masing 

Bangunan Gedung 

No. Klaslflkasl Bangunan oeaung l3000t rnoexs 
1. Tingkat kompleksitas 0,25 

berdasarkan karakter 
kompleksitas dan tinzkat 
teknologi 

a. sederhana 0,40 
b. tidak sederhana 0,70 
c. khusus 1,00 

2. Tingkat permanensi 0,20 

a. darurat 0,40 
b. semi permanen 0,70 

c. perm an en 1,00 

3. Tingkat risiko kebakaran 0,15 

a. rendah 0,40 

b. sedang 0,70 

c. tinggi 1,00 

4. Tingkat zonasi gempa 0,15 0,40 

5. Lokasi berdasarkan 0,10 

kepadatan 

bangunan gedung 

I 
I __________ _] 
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a. renggang 0,40 
b. sedang 0,70 
c. tinggi 1,00 

6. Ketinggian bangunan 0,10 
gedung berdasarkan jumlah 
lapis/tingkat bangunan 

gedung 

a. rendah (1 lantai s.d. 4 0,40 
lantai) 

b. sedang (5 lantai s.d. 8 0,70 
lantai) 

c. tinggi (lebih dari 8 lantai) 1,00 
7. Kepemilikan bangunan 0,05 

gedung 

a. negara, yayasan 0,40 

b. perorangan 0,70 

c. badan usaha 1,00 

3) Indeks Parameter Waktu Penggunaan Bangunan 
Gedung Dengan Bobot Masing- Masing 

No. Waktu Penggunaan Bangunan Gedung Indeks 
1. bangunan gedung dengan masa 0,40 

pemanfaatan sementara jangka pendek 
maksimum 6 (enam) bulan seperti 
bangunan gedung untuk pameran dan 
mock 

2. bangunan gedung dengan masa 0,70 
pemanfaatan sementara jangka 
menengah maksimum 3 (tiga) tahun 
seperti kantor dan gudang proyek 

3. bangunan gedung dengan masa 1,00 
pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun 

b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah 
(basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, 
dan sarana umum Untuk bangunan gedung, atau 
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bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali 
tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks 
terin tegrasi. 

2. Prasarana bangunan gedung 
JENIS PEMBANGl RUSAK RUSAK NO BANGUNAN ·1 PRASARANA NANBARU BERAT SEDA NG 

a. Pagar 1,00 U,u, u,�J U,vv Konstruksi 

pembatas/ pe b. Tanggul/ 
1. retainning wall 

nahan/penga 
Turap batas c. man 
bvlins/ JlPrsil 

Konstruksi a.Gapura 1,00 0,65 0,45 0,00 
2. penanda b.Gerbang 

masuk lokasi 

a.Jalan 1,00 0,65 0,45 0,00 
b. Lapangan 

Konstruksi upacara 
3. 

perkerasan C. Lapangan 

olahraga 
rernuxa 

Konstruksi a. Jembatan 1,00 0,65 0,45 0,00 
4. 

penghubung b. Box culvert 

a. Ko]am renang 1,00 0,65 0,45 0,00 

b. K.olwn 
Konstruksi 

pengolahan 
5. kolam / reservoir 

air reservoir 
bawah tanah 

bawah di 

tan ah 

Menara 1,00 0,65 0,45 0,00 a. 

antena 
Konstruksi 

b. Menara 6. 
menara 

reservoir 

c. Cerobong 

Tugu 1,00 0,65 0,45 0,00 Konstruksi a. 
7. 

b. Pa tung monumen 

Instalasi 1,00 0,65 0,45 0,00 a. 

Iistrik 

b. lnstalasi 
Konstruksi 

telepon 8. 
instalasi/ gardu 

/ komunikasi 

c. lnstalasi 

pengolah 

Billboard 1,00 0,65 0,45 K>,00 a. 
Konstruksi 

papan iklan 
9. reklame/papan 

b. Papan nama 
nama 

(berdiri 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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�"'��d berupa 
tembak pag I I I I 

L_ 

*) k untu prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah 
tinggal tunggal, bangunan gedung kantor rnilik Negara, kecuali 
bangunan kantor milik Negara untuk pelayanan jasa um um 
dan jasa usaha. 

No. Klasifikasi lndeks 
1. indeks prasarana bangunan 0,00 

gedung rumah tinggal tunggal 
sederhana meliputi rumah inti 
tumbuh, rumah sederhana sehat, 
rumah deret sederhana, 
bangunan gedung tungsi 
keagamaan, serta bangunan 
gedung kantor milik Negara 

2. kcnstruksi prasarana bansunan ] , 7:i0/A Gari 
gedung yang tidak dapat dihitung Rencana 

dengan dapat ditetapkan 
Anggaran 

satuan, Bia ya 
dengan prosentase terhadap 
harga Rencana Anggaran Biaya 

4 Ketentuan Bab II, Paragraf 4 Pasal 8 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai beriku t : 

Paragraf 4 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
Pasal 8 

(1) Tarif dasar Retribusi !MB didasarkan harga satuan 

bangunan yang dibedakan menurut kompleksitas dan 

ketinggian/tingkat bangunan. 

(2) Struktur harga satuan bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: 
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HARGA 
No.K ODE JENIS BANGUNAN SA TUAN SA TUAN 

RETRJBUSJ 
(1) f2i (3) (41 (5) 
1. 1000 Bangunan Gedung *) 

- Darurat/ M2 Ro. 4.000.c - Semi Permanen M2 Ro. 5.000.- - Permanen M2 Rn 7.000 - 
2. 2000 Prasarana Bangunan 

Geduna 
2200 �enis Prasarana 
2210 a. Kontruksi 

Rp. 5.000,- M2 
Pembatas/penahan 
/ pengaman 

2220 b. Kontruksi penanda M2 Rp. 2.000,- 
masuk 

2230 d. Kontruksi MQ Rp. 8.000,- 
Perkerasan 

2240 e. Kontruksi M2 Rp. 25.000,- 
penghubung 

f. Kontruksi Kolam MQ Rp. 0.000,- 
2250 Renang/ Reservoir 

bawah tanah 
2260 g. Kontruksi Menara 

- Menara Antena 
Rp.100.000,- M 

- Menara Reservoir 

Komersil M Rp. 5.000,- 

- Menara Reservoir 
Nonkomersil 

M Rp. 15.000,- 
- Cerobong 

h. Kontruksi M Rp. 3.000,- 2270 
Monumen 

I. Kontruksi M Rp. 5.000,- 2280 
Instalasi/ gardu 

2290 .i. Kontruksi Reklame M� Rp. 5.000,- 

Tangki Timbun M3 Rp. 5.000 ,- 3. - 
Min yak 
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(3) Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara 

harga satuan bangunan dengan tingkat penggunaan jasa, 

yang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut: 

No. Jen is 

1. Besarnya retribusi pembangunan bangunan 

gedung baru 

Lx Ir x 1,00 x HSbg 

2. Besarnya retribusi rehabilitasi/ renovasi 

bangunan gedung 

L x It x r, x HSbg 

3. Besarnya retribusi prasaranan bangunan gedung 

Ix 1,00 x HSpbg 

4. Besarnya retribusi rehabilitasi prasarana 

bangunan gedung 

Ix Tk x HSpt,g 

Keterangan: 

L = Luas lantai bangunan gedung 

I = Indeks 

It = Indeks terintegrasi 

Tk = Tingkat kerusakan 

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 

0,65 untuk tingkat kerusakan berat 

5. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni 

BAB IV A, diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) 

Pasal yakni Pasal 46A, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

BAB IV A 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 46A 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, kertnganan ctan 

pembebasan Retribusi. 

(2) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 

pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Sekadau. 

Ditetapkan di Sekadau 
pada tanggal 1 September 2020 

BUPATISEKADAU 

TTD 

RUPINUS 

Diundangkan di Sekadau 

pada tanggal 1 September 2020 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

TTD 

NURHADI 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau, 

RADIUS, SH 
Pembina (IV/ a) 
NIP. 19810910 200803 1 001 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 4 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU PROVINS! KALIMANTAN 

BARAT: ( 4 ) / ( 2020 ) 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU 

NOMOR 4 TAHUN 2020 

TENT ANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU 

NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

a. Penjelasan Umum 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan, Pemerintah Kabupaten Sekadau mempunyai hak dan 

kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahannya guna meningkatkan efesiensi dan efektifitas 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Untuk menyelenggarakan pemerintahan terse but, Pemerintah 

Kabupaten Sekadau berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah 

merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial selain pajak 

daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah, dalam rangka memberikan pelayanan untuk 

meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. 

Salah satu jenis Retribusi Daerah yaitu Retribusi Perizinan Tertentu 

adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin 

kepada orang pribadi atau Sadan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan 
ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana 

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 
kelestarian lingkungan. Pemerintah Kabupaten Sekadau telah 

membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 

2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 
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Tahun 2011 ten tang Retribusi Perizinan Tertentu. 

Adapun Perubahan Kedua dari Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau 

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu adalah adanya 

aturan terbaru dari Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan 

Bangunan dan ditambahan clausal Pengurangan, Keringanan dan 

Pembebasan Retribusi. 

b. Penjelasan Pasal demi Pasal 

Pasal I 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 4 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 4A 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
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Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

*) 
Luas bangunan dihitung dari gans sumbu (as) 

dinding/kolom. 
Luas teras, balkom dan selasar luas bangunan gedung, 

dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu 

sumbunya. 
Luas bangunan gedung seperti canopy dan pergola (yang 

berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh 

garis sumbu-surnbunya. 

Juas bagian bangunan gedung seperti canopy dan pergola 

(tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh 

garis tepi atap kontruksi. 

luas overstek/liifet, dihitung setengah dari luas yang 

dibatasi oleh garis tepi atap kontruksi tersebut. 

harga satuan retribusi bangunan gedung hanya 1 (satu) tarif 

di setiap kabupaten. 

Pasal 46A 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal II Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 3 


